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LANDASAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 

 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar manusia mempersiapkan generasi mudanya. Dalam 

mempersiapkan generasi muda tersebut, pendidikan harus mulai dari apa yang sudah dimilikinya 

dan apa yang sudah diketahuinya. Apa yang sudah dimilikinya dan sudah diketahuinya itu adalah 

apa yang terdapat pada lingkungan terdekat peserta didik terutama pada lingkungan budayanya. 

Prinsip ini berkenaan dengan cara bagaimana peserta didik belajar. 

 

Studi Maehr (1974) dan Webb  (1990) menunjukkan bahwa kebudayaan dan bahasa, kebudayaan 

dan persepsi, kebudayaan dan kognisi, kebudayaan dan keinginan berprestasi, serta kebudayaan 

dan motivasi berprestasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belajar siswa. 

Oliver dan Howley (1992) mengatakan bahwa kebudayaan “governs how people share 

information and knowledge, as well as how they construct meaning”. Lebih jauh, Delpit 

(Darling-Hammond, 1996:12) mengatakan “we all interpret behaviors, information, and situation 

through our own cultural lenses; these lenses operate involuntarily, below the level of conscious 

awareness, making it seems that our own view is simply the way it is,”. Wloodkowski dan 

Ginsberg (1995) menyatakan bahwa kebudayaan adalah dasar dari “intrinsic motivation”. 

 

Pada paro pertama abad ke-20, Ki Hajar Dewantara telah pula mengemukakan bahwa pendidikan 

haruslah berakar pada kebudayaan. Pada bulan Mei 1946 di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara 

mengatakan “dalam garis-garis adab kemanusiaan, seperti terkandung didalam segala pengajaran 

agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional bersendi kepada agama dan kebudayaan 

bangsa serta menuju kearah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat”.  Pendapat yang sama 

telah pula dikemukakan Dewey pada awal abad ke-20. Oleh karenanya,  pendidikan harus 

berakar pada budaya peserta didik dan harus mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam 

lingkungan budaya tersebut.  

 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan terdekat peserta didik akan selalu 

berpengaruh terhadap kehidupan peserta didik. Pengaruh itu terkadang positif tetapi tidak jarang 

pula bersifat negatif.  Sebagai upaya sadar, pendidikan haruslah memperkuat dan 

mengembangkan pengaruh positif dan mengurangi pengaruh negatif tersebut. Pengaruh positif 

diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa 
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untuk menjadi suatu kepribadian baru peserta didik. Dalam bahasa Undang-Undang nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan berfungsi untuk 

“mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”   

 

Pada saat kini dapat dikatakan bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang memiliki nilai dan 

budaya yang homogen (NIER, 1999). Indonesia adalah salah satu negara di dunia ini yang 

memiliki keragaman budaya yang kompleks. Menurut Wolpert (1984:5), India adalah negara di 

dunia ini yang tiada duanya dalam tingkat keragaman sosial dan budaya,  dan bangsa Indonesia 

“next to it”. Motto Bhinkea Tunggal Ika yang tercantum dalam lambang negara sungguh tepat 

menggambarkan keragaman realita tersebut. Data menunjukkan bahwa ada sekitar 200 

keragaman sosial dan budaya dalam masyarakat bangsa Indonesia. Kelompok sosial dan budaya 

besar seperti Aceh, Melayu, Batak, Minang, Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Manado, 

Ambon, Irian (Polynesia/Papua) adalah beberapa contoh dari keragaman tersebut. Belum lagi 

sejumlah kelompok budaya yang tak terhitung karena memiliki jumlah pendukung yang relatif 

lebih kecil dibandingkan pendukung kebudayaan yang disebutkan sebelumnya.  

 

Dalam tulisannya yang berjudul  "Making Historical Sense", Wineburg (2000:310) 

mengemukakan: 

 

Each of us grows up in a home with a distinct history and a distinct perspective  

on the meaning of larger historical events. Our parents' histories shape our 

historical consciousness, as do the stories of the ethnic, racial, and religious 

groups that number us as a member. We attend churches, clubs, and neighborhood 

associations that further mold both our collective and our individual historical 

sense.     

 

Pendidikan sejarah sebagai salah satu media pendidikan bangsa tidak dapat melepaskan dari 

prinsip yang telah dikemukakan di atas. Pada tingkat nasional para pengembang pendidikan 

sejarah haruslah berdasarkan keragaman budaya yang ada. Dalam proses pembelajaran 

pendidikan sejarah, guru sejarah harus mampu memperhatikan keanekaragaman budaya peserta 

didik dan memanfaatkannya untuk keberhasilan belajar peserta didik. Pendidikan sejarah 

haruslah mengembangkan dan memperkuat jati diri bangsa berdasarkan keragaman budaya yang 

ada. Dalam memperkuat jati diri bangsa tersebut, pendidikan sejarah haruslah mampu 

membangun penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada keragaman budaya serta 

memperkuat persamaan di antara keragaman budaya tersebut.  Pendidikan sejarah tidak boleh 

menjadi media pendidikan yang mengabaikan keragaman budaya dan mencoba untuk 

membangun suatu budaya monolith.   

 

 

MENGAPA PERLU PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 

 

Jika dikaji lebih lanjut maka dunia pendidikan Indonesia tidak saja harus berlandaskan pada 

kebudayaan tetapi juga harus berhadapan dengan tugas harus mengembangkan berbagai budaya 

yang ada di tanah air dan menjadi bagian dari kehidupan peserta didik. Keanekaragaman budaya 
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tersebut di satu fihak merupakan suatu kekayaan bangsa tetapi di fihak lain dapat menjadi 

sumber konflik yang tidak menguntungkan. Pendidikan harus mampu mengembangkan potensi 

peserta didik sehingga dapat mengubah perbedaan budaya dari potensi sumber konflik menjadi 

potensi sumber kerjasama yang produktif dan sumber inspirasi bagi budaya lain. 

 

Menurut Oliver dan Howley (1992) “culture  comprises traditional ways of making sense of and 

conducting oneself in the world. . . . . Culture applies to any group with coherent norms and 

traditions that help members engage the world around them. It governs how people share 

information and knowledge, as well as how they construct meaning”.  Artinya, kehidupan 

manusia sangat lekat dengan budaya yang membesarkan dirinya dan melalui budaya itu pula ia 

menciptakan dunia di sekitar dirinya. Dalam masyarakat Indonesia modern seseorang dengan 

latar budaya tertentu selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain yang berlatar 

belakang budaya lain. 

 

Dalam realita sosial-budaya yang demikian maka pendidikan multicultural merpakan suatu 

kenyataan yang tak dapat dihindari. Paling tidak ada lima alasan mengapa pendidikan 

multikultural diperlukan yaitu:  

 

1. perubahan kehidupan manusia Indonesia yang disebabkan oleh 

kemajuan ekonomi dan teknologi. Perubahan kehidupan manusia 

Indonesia yang disebabkan kemajuan ekonomi memperbesar 

jurang sosial (social gap) antara kelompok atas dan kelompok 

bawah. Semakin jauh jurang sosial yang ada semakin besar 

perbedaan dalam gaya hidup dan pandangan hidup antara 

keduanya 

2.  adanya perpindahan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. 

Perpindahan dan mobilitas yang tinggi menyebabkan adanya 

pertemuan yang sering dan intens antara kelompok dengan budaya 

yang berbeda. Untuk menghasilkan kegiatan yang produktif perlu 

ada pemahaman yang baik mengenai budaya kelompok lain.  

3. semakin terbukanya daerah-daerah pedesaan. Kemajuan teknologi 

terutama teknologi komunikasi dan elektronics telah membuka 

isolasi desa-desa di Indonesia. Perkenalan budaya lain secara 

selintas seperti yang disaksikan melalui layar televisi akan 

menimbulkan persepsi keliru dan tidak menguntungkan. 

4. berbagai konflik sosial-budaya yang muncul akhir-akhir ini 

memperlihatkan adanya kesalahfahaman budaya yang sangat besar 

antara kelompok yang bertikai. Dampak dari pertikaian itu 

menyakitkan kedua belah fihak dan memerlukan upaya pendidikan 

untuk memperbaikinya. 

5. menghapuskan mitos dan tafsiran sejarah yang tidak 

menguntungkan bagi persatuan bangsa. Berbagai peristiwa mitos 

sejarah sangat merugikan hubungan antar kelompok budaya yang 

ada di Indonesia. Demikian pula penafsiran peristiwa sejarah yang 

penuh bias dan sempit dalam peristiwa konflik dua kelompok 
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budaya menimbulkan kebencian budaya yang bertahan lama dan 

tidak menguntungkan. 

 

  

 

.  

KURIKULUM  MULTIKULTURAL  
 

Sudah sejak lama para akhli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah 

salah satu landasan pengembangan kurikulum disamping landasan lain seperti perkembangan 

masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi. Bahkan kurikulum dianggap sebagai 

“a construct of that culture”. 

  

Longstreet dan Shane (1993:87) melihat bahwa kebudayaan berfungsi dalam dua perspektif yaitu 

eksternal dan internal: 

 

The environment of the curriculum is external insofar as the social order ingeneral 

establishes the milieu within which the schools operate; it is internal insofar as 

each of us carries around in our mind‟s eye models of how the schools should 

function and what the curriculum should be. The external environment is full of 

disparate but overt conceptions about what the schools should be doing. The 

internal environment is a multiplicity of largely unconscious and often distorted 

views of our educational realities for, as individuals, we caught by our own 

cultural mindsets about what should be, rather than by a recognition of our swiftly 

changing, current  realities. 
 

 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah rencana tertulis dan dilaksanakan dalam 

suatu proses pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kualitas yang 

diharapkan bagi kehidupan dirinya dan  bangsanya.  Dalam bentuknya sebagai rencana tertulis, 

kurikulum merupakan rancangan dari berbagai komponen seperti tujuan, konten dan organisasi 

konten, proses yang menggambarkan posisi peserta didik dalam belajar, dan asesmen hasil 

belajar. Selain komponen tersebut, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dapat pula berisikan 

sumber belajar dan peralatan belajar (learning equipment), dan evaluasi kurikulum atau program.  

 

Dalam bentuk rencana tertulis
2
, suatu kurikulum memiliki kemungkinan dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan di suatu kelas atau lingkungan pendidikan. Jika kurikulum dalam bentuk rencana 

tertulis dilaksanakan maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi 

dari kurikulum sebagai rencana tertulis. Artinya, apa yang terjadi dalam kurikulum sebagai 

proses adalah apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pengembang kurikulum. Kualitas yang 

                                                         
2
 Dalam istilah teknis, kurikulum sebagai rencana tertulis disebut dengan istilah curriculum as planned, curriculum 

as intended, atau curriculum as designed. Kurikulum sebagai suatu proses pembelajaran disebut dengan istilah 

“curriculum as reality”, “curriculum as implemented”, “curriculum as observed”. 
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dimiliki seorang peserta didik dari hasil proses tersebut adalah kualitas yang direncanakan 

kurikulum.  

 

Proses pembelajaran adalah bagian pengembangan kurikulum (curriculum development) yang 

sangat kritikal. Jika kurikulum sebagai rencana tertulis ditafsirkan lain atau salah satu 

komponennya diganti pada tingkat yang esensial maka kurikulum sebagai proses bukanlah 

realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis semula. Dalam hal ini maka 

kualitas yang dimiliki peserta didik adalah hasil dari kurikulum sebagai proses belajar atau 

kurikulum yang lain dari kurikulum semula.  Oleh karena itu apabila dilakukan asesmen hasil 

belajar berdasarkan kualitas yang dikehendaki oleh kurikulum semula maka akan terjadi 

kesenjangan hasil (outcomes discrepancies). Asesmen yang harus dilakukan adalah asesmen 

yang disesuaikan dengan kualitas (baru) yang dikembangkan dari kurikulum (baru) dalam proses 

pembelajaran.  

 

Dokumen kurikulum dapat dikembangkan secara nasional, regional, untuk suatu wilayah 

pendidikan, atau oleh guru. Guru selalu harus mengembangkan dokumen kurikulum  untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Dokumen kurikulum guru tersebut disebut 

dengan berbagai istilah kurikulum guru, rencana pembelajaran, satuan  pembelajaran, silabus, 

dan sebagainya. Perbedaan antara kurikulum guru dengan istilah lainnya sebenarnya cukup 

mendasar. Kurikulum guru adalah kurikulum yang sejak awal dikembangkan oleh guru 

sedangkan istilah lainnya (renpel, satpel, atau silabus) merupakan hasil penafsiran atau 

terjemahan guru dari suatu kurikulum yang dibuat oleh instansi lain. Guru memberikan 

pemaknaan terhadap apa yang diinginkan kurikulum dan kemudian mengaplikasikannya dalam 

bentuk rencana tertulis untuk proses pembelajaran. Jika guru mempunyai pemahaman atau 

penafsiran lain dari para pengembangan kurikulum semula maka tentu saja rencana pelajaran, 

satuan pelajaran, atau silabi yang dikembangkan guru merupakan kurikulum baru yang berbeda 

secara mendasar dari kurikulum semula. Oleh karena itu sosialisasi ide kurikulum dan 

karakteristik kurikulum oleh pengembang kurikulum kepada guru sangat penting dan sangat 

menentukan keberhasilan implementasi kurikulum tersebut. 

 

Apabila guru memiliki wewenang mengembangkan dokumen kurikulum dan implementasinya 

maka guru melakukan pengembangan kurikulum secara grass-root. Berdasarkan Undang-

Undang nomor 20 tahun 2003 (pasal 36 ayat (2)) dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 

2005, guru memiliki wewenang mengembangkan kurikulum berdasarkan standar nasional. 

Sayangnya dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak disebutkan secara 

tegas kewajiban guru apakah harus mengembangkan rencana pembelajaran dari kurikulum yang 

dikembangkan oleh “satuan pendidikan” sebagaimana yang dinyatakan oleh UU nomor 20 tahun 

2003 ataukah rencana pembelajaran tersebut adalah kurikulum guru dan tidak mengacu kepada 

kurikulum “satuan pendidikan” atau “model kurikulum” yang dikembangkan secara nasional, 

atau merupakan merupakan terjemahan dari kurikulum “satuan pendidikan” yang juga 

merupakan terjemahan dari “model kurikulum”. Jika yang terakhir ini yang dimaksudkan maka 

rencana pembelajaran yang dikembangkan guru adalah kurikulum tertulis pada tingkat kelas. 

 

Pengembangan kurikulum berdasarkan keragaman budaya dapat dalam model yang pertama 

(kurikulum yang dikembangkan secara nasional) tetapi dapat juga berupa kurikulum pada 
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“satuan pendidikan”, atau merupakan kurikulum guru. Dalam pandangan penulis, pengembangan 

kurikulum berdasarkan keanekaragaman budaya pada jenjang persekolahan mengandung 

berbagai permasalahan teknis yang terkait dengan wawasan pengembang kurikulum. 

Pengalaman negara Inggeris (England), Amerika Serikat, dan Australia membuktikan hal 

tersebut sehingga pengembangan kurikulum di setiap negara bagian atau sekolah harus 

didasarkan pada standar nasional. Berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut ada baiknya 

pengembangan standar nasional baik standar isi mau pun standar kompetensi lulusan 

memperhatikan masalah keragaman budaya di Indonesia. Untuk pendidikan sejarah penetapan 

standar isi dan kompetensi lulusan berdasarkan keragaman budaya Indonesia teramat penting 

karena banyak peristiwa sejarah yang terjadi pada lingkup nasional tetapi banyak pula yang 

terjadi pada lingkup local dan sarat dengan suasana budaya di sekitarnya. 

 

 

 

KURIKULUM SEJARAH DALAM PENDIDIKAN  MULTIKULTURAL 

 

Oleh karena itu peserta didik dan masyarakat selalu berhadapan dengan berbagai versi cerita 

sejarah atau “alternative history”. Mengenai hal ini Levstik (2000:284) menulis: 

 

In a multicultural democracy such as the United States, alternative histories also 

develop, but they are more overtly disseminated through family and cultural and 

religious associations as well as through such public channels as museums and 

print and visual media. Because of potential disparity between the version of 

history encountered in these contexts and that disseminated in schools – a site 

where some form of overarching national history is explicitly introduced – 

students in multicultural societies may be faced with reconciling the widely varied 

accounts of the past. In Hollinger‟s view, such nation should aspire to a history 

“„thick‟ enough to sustain collective action yet „thin‟ enough to provide room for 

the cultures of a variety of decent groups‟”.     

 

Pendekatan multikultural harus membantu para pengembang kurikulum sejarah dalam 

menetapkan prinsip-prinsip kurikulum, pengembangan materi kurikulum,  dan proses 

pembelajaran sejarah yang dapat “maximise the potentials of students and their cultural 

environment so that the students can learn better”. Pendekatan multikultural dalam kurikulum 

sejarah harus dapat mengakomodasi perbedaan kultural peserta didik, memanfaatkan kebudayaan 

itu sebagai sumber konten dan sebagai titik berangkat untuk pengembangan kebudayaan, 

pemahaman terhadap kebudayaan orang lain, toleransi, membangkitkan semangat kebangsaan 

berdasarkan bhinneka tunggal ika,mengembangkan prilaku yang etis, dan dapat memanfaatkan 

kebudayaan pribadi siswa sebagai bagian dari entry-behavior siswa sehingga dapat menciptakan 

“kesempatan yang sama bagi siswa untuk berprestasi”. 

 

Selain kenyataan di atas, proses pendidikan sejarah diarahkan untuk membangun kemampuan 

pada diri peserta didik untuk mengidentifikasi jatidiri peribadinya dan jati diri bangsanya.  

Semakin efektif proses identifikasi yang mampu dikembangkan dalam pendidikan sejarah 

semakin tinggi pula derajat identifikasi dapat dicapai peserta didik. Semakin tinggi derajat 
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identifikasi yang dicapai maka semakin kuat keyakinan pada diri peserta didik bahwa dia hanya 

mampu hidup dalam keragaman budaya dan mempertahankannya. Sartono Kartodirdjo 

(1997:118) mengatakan  pentingnya identitas sebagai bangsa untuk menjawab "siapa diriku" 

maka keragaman budaya adalah bagian dari ”siapa diriku” tersebut. Cartwright (1999:44) juga 

mengatakan bahwa "our personal identity is the most important thing we possess." Hal itu 

dianggap penting karena seperti dikemukakan Sartono Kartodirdjo di atas, menurut Cartwright 

identitas pribadi atau kelompok tersebut "defines who and what we are. The way we feel about 

ourselves, the way we express ourselves and the way other people see us are all vital elements in 

the composition of our individual personality".   

 

Dalam konteks pendidikan sejarah di Amerika Serikat,  Levstik (2000:284) mengembangkan apa 

yang dinamakannya dengan “alternative histories”. Mengenai hal ini ia menulis: 

 

In a multicultural democracy such as the United States, alternative histories also 

develop, but they are more overtly disseminated through family and cultural and 

religious associations as well as through such public channels as museums and 

print and visual media. Because of potential disparity between the version of 

history encountered in these contexts and that disseminated in schools – a site 

where some form of overarching national history is explicitly introduced – 

students in multicultural societies may be faced with reconciling the widely varied 

accounts of the past. In Hollinger‟s view, such nation should aspire to a history 

“„thick‟ enough to sustain collective action yet „thin‟ enough to provide room for 

the cultures of a variety of decent groups‟”.     

 

Bagaimana kurikulum sejarah mempertahankan keragaman sebagai suatu kepribadian bangsa? 

Bagaimana pula kurikulum sejarah dapat mengembangkan pribadi peserta didik yang mampu 

hidup, berkontribusi, dan mengembangkan keragaman budaya sebagai suatu yang mutlak dan 

menguntungkan? Ini adalah masalah kurikulum pendidikan sejarah yang sangat mendasar. Untuk 

itu kurikulum pendidikan sejarah harus mampu menggunakan karakteristik materi yang terdapat 

dalam peristiwa sejarah dalam mengembangkan kepribadian peserta didik yang mengakui 

keragaman budaya dan hidup penuh kontribusi positif dan kreatif dalam masyarakat yang 

beragaman budaya tersebut. 

 

Perjalanan panjang kurikulum pendidikan sejarah telah memperlihatkan suatu kenyataan yang 

perlu pemikiran ulang. Kurikulum pendidikan sejarah sejak masa kemerdekaan telah difokuskan 

pada misi untuk menanamkan pada peserta didik pikiran, perasaan, dan tindakan sebagai suatu 

bangsa. Misi pendidikan ini adalah misi mulia dan kurikulum pendidikan sejarah haruslah 

mempertahankan misi mulia tersebut. Meski pun demikian, visi tentang kesatuan bangsa harus 

berubah dari apa yang selama ini menjadi pandangan kurikulum pendidikan sejarah. Kurikulum 

pendidikan sejarah tidak boleh menggunakan wawasan bahwa suatu kesatuan bangsa haruslah 

didasarkan pada suatu kesamaan yang ada dan kurikulum mencoba mengubah perbedaan 

menjadi suatu kesamaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kurikulum pendidikan sejarah 

harus mampu mengembangkan wawasan keragaman budaya bangsa Indonesia dengan 

memperlihatkan perjalanan sejarah yang menggambarkan adanya keragaman budaya tersebut di 

masa lampau, masa kini, dan harus dipertahankan di masa mendatang. Pada sisi lain, kurikulum 



 8 

pendidikan sejarah harus pula mampu mengembangkan wawasan kebangsaan dalam mengkaji 

berbagai peristiwa yang terjadi pada panggung sejarah nasional dan panggung sejarah lokal.  

 

Komponen pertama yang harus berubah dari kurikulum pendidikan sejarah adalah tujuan. Tujuan 

pendidikan sejarah untuk masa kini dan masa sekarang harus memperhitungkan adanya 

keragaman budaya bangsa Indonesia. Aspek bhina ika harus dapat ditonjolkan sama tingginya 

dengan aspek tunggal ika. Keragaman adalah unsur untuk mencapai kesatuan. Oleh karena itu 

toleransi atas perbedaan dan keragaman budaya harus menjadi dasar bagi pengembangan rasa 

kebangsaan dalam tujuan pendidikan sejarah.  

 

Kurikulum pendidikan sejarah haruslah bertujuan untuk mengembangkan pada diri peserta didik 

penghargaan terhadap berbagai peristiwa sejarah sebelum proklamasi, pada masa perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan, dan pada masa sekarang yang terjadi di berbagai daerah sebagai 

suatu ungkapan untuk memerdekakan diri dan bersatu dalam suatu bangsa Indonesia. 

Pertentangan antar daerah harus dilihat sebagai suatu dinamika untuk menemukan persamaan 

dan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang baru. Tujuan pendidikan sejarah tidak boleh 

lagi hanya mengembangkan pemahaman sejarah yang berdasarkan satu penafsiran yang 

didominasi oleh satu budaya dan mengorbankan budaya lainnya. Ketika terjadi perbedaan maka 

pandangan dari budaya dimana pelaku peristiwa sejarah itu berasal harus dijadikan dasar 

pandangan. Sebagai contoh ketika terjadi pertentangan antara Aru Palaka dengan Sultan 

Hasanuddin maka adalah suatu kekeliruan kalau Sultan Hasanuddin dianggap pahlawan 

sedangkan Aru Palaka dianggap penghianat. Keduanya adalah pahlawan karena keduanya 

membela wilayah dan kedaulatan masing-masing. 

 

Konsekuensi dari pandangan diatas maka tujuan pendidikan sejarah diarahkan untuk menguasai 

kompetensi atau kemampuan yang penting bagi kebermaknaan belajar sejarah. Tentu harus 

diakui bahwa jawaban terhadap pertanyaan dasar ini menyebabkan pemilihan Atau, seperti yang 

dikatakan  Jakubowski (2002:7) ”student who does something with the knowledge they learn 

will be in a better position to retain and find meaning in the information”.  Pemanfaatan 

informasi yang diperoleh dari sejarah bagi kehidupan dinyatakan Borries (Stearns, Sexas dan 

Weinburg,2000:247) sebagai kemampuan untuk “morally judge historical events according to 

the standards of human and civil rights; explain the situation in the world today and find out the 

tendencies of change; acknowledge the traditions, characteristics, values, and tasks of our nation 

and society;  values the preservation of historical relics and old buildings; internalize basic 

democratic value. 

 

 

 

Komponen kedua dari kurikulum pendidikan sejarah yang harus mendapatkan perhatian adalah 

materi kurikulum atau peristiwa sejarah yang dijadikan materi pendidikan sejarah. Selama ini 

materi pendidikan sejarah yang tercantum dalam kurikulum adalah peristiwa sejarah yang sudah 

dianggap sebagai peristiwa sejarah nasional. Peristiwa sejarah yang dianggap penting di tingkat 

lokal tapi belum atau tidak diakui sebagai suatu peristiwa sejarah nasional tidak diangkat sebagai 

materi pendidikan sejarah. Akibatnya, banyak peserta didik yang tercabut dari akar budayanya, 

menjadi asing terhadap keunggulan yang dimiliki budaya masyarakatnya dan tidak mengenal 
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budaya dimana suatu peristiwa sejarah terjadi. Dominasi sejarah politik dalam kajian peristiwa 

sejarah yang dipelajari dalam kurikulum memperparah ketercabutan peserta didik dari 

budayanya dan keasingan mereka terhadap budaya lain yang hidup dalam bangsanya. 

 

Kurikulum pendidikan sejarah masa depan harus mengakomodasi berbagai peristiwa sejarah 

yang terjadi di suatu lokal yang paling kecil sekali pun
3
. Oleh karena itu kurikulum pendidikan 

sejarah tidak boleh membatasi dirinya kepada peristiwa sejarah tingkat nasional saja tetapi juga 

peristiwa sejarah yang terjadi di lingkungan budaya peserta didik, lingkungan budaya lain, dan 

nasional. Pemilihan peristiwa sejarah tersebut tidak boleh hanya terbatas pada peristiwa sejarah 

politik tetapi juga peristiwa sejarah dengan tema lain seperti budaya, seni, ekonomi, ilmu, dan 

teknologi. Konsekuensi dari perluasan tema tersebut adalah pelaku sejarah yaitu mereka yang 

dianggap pelaku sejarah dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Mereka mungkin seorang pahlawan 

tetapi juga mungkin sekolompok anggota masyarakat atau masyarakat di lingkungan sebuah 

desa, kampung, atau kecamatan.
4
 

 

Suatu catatan penting adalah materi sejarah lokal harus pula disajikan tidak dalam perspektif  

pendidikan. Oleh karena itu keterkaitan dan penafsiran materi sejarah lokal jangan sampai 

menimbulkan konflik dengan kepentingan sejarah nasional dan upaya membangun rasa 

persatuan, perasaan kebangsaan, dan kerjasama antar daerah dalam membangun kehidupan 

kebangsaan yang sehat, cinta damai, toleransi, penuh dinamika, kemampuan berkompetisi dan 

berkomunikasi. Apa yang dikembangkan oleh New York State Department of Education dapat 

digunakan sebagai keterkaitan antara sejarah lokal dan nasional. Dalam dokumen yang 

dikeluarkan kantor departemen pendidikan negara bagian ini disebutkan standar bagi kurikulum 

pendidikan sejarah (History of the United States and New York) sebagai berikut: 

1. The study of New York State and United States history requires an analysis of 

the development of American culture, its diversity and multicultural context, 

and the ways people are unified by many values, practices, and traditions. 

2. Important ideas, social and cultural values, beliefs, and traditions from New 

York State and United States history illustrate the connections and interactions 

of people and events across time and from a variety of perspectives. 

3. Study about the major social, political, economic, cultural, and religious 

developments in New York State and United States history involves about the 

important roles and contributions of individuals and group. 

 

Arah tafsiran sejarah lokal ditentukan dalam bentuk keterkaitan dengan sejarah nasional. 

Kehidupan individual yang bukan menjadi kepedulian utama sejarah tetapi menjadi penting bagi 

pendidikan sejarah diperlukan dalam membangun berbagai nilai positif pada diri peserta didik. 

Ruang lingkup tema sejarah juga beragam dan tidak dibatasi pada tema sejarah politik 

memberikan gambaran kehidupan masyarakat dan tokoh secara utuh dan bagi peserta didik 

sebagai sesuatu yang isomorphic dengan apa yang mereka alami sehari-hari. 

                                                         
3
 Pengertian kecil di sini dilihat dari struktur ketatanegaraan dan lingkup geografis. Desa, kampong, atau mungkin 

kecamatan adalah suatu local yang dapat dianggap kecil baik dari sudut ketatanegaraan mau pun dari lingkup 

geografisnya. 
4
 Hal ini tentu saja merupakan tantangan bagi sejarawan untuk menghasilkan berbagai cerita sejarah yang berkenaan 

dengan berbagai tema dan pada unit geografis (unit analisis) yang sangat kecil tersebut. 



 10 

 

Berdasarkan pemikiran di atas maka materi kurikulum pendidikan sejarah mencakup:   

 

- sejarah lokal (di lingkungan terdekat sekolah) 

- peristiwa bersejarah di wilayah, tokoh sejarah, bangunan sejarah, di daerah 

- peristiwa sejarah nasional, tokoh/pelaku sejarah  

- peristiwa sejarah dunia 

 

 

 

Komponen ketiga dari kurikulum pendidikan sejarah yang harus mendapat perhatian adalah 

sumber atau cerita sejarah yang harus tersedia. Untuk sumber barangkali tidak terlalu masalah 

jika hal itu berkenaan dengan benda atau peninggalan sejarah yang terbuka bagi masyarakat 

seperti candi, mesjid, gereja, atau patung. Sumber tersebut menjadi masalah ketika berbentuk 

dokumen dan cerita yang dihasilkan oleh sejarawan. Sangat banyak dokumen pemerintah dan 

dokumen keluarga yang tidak tersedia untuk pendidikan sejarah. Sama halnya dengan buku 

sejarah atau cerita sejarah yang sudah tersedia bagi masyarakat untuk peristiwa-peristiwa sejarah 

yang dikemukakan di sini.  

 

Komponen lain dari kurikulum pendidikan sejarah adalah asesmen hasil belajar. Komponen ini 

sama pentingnya dengan komponen lain tetapi komponen asesmen hasil belajar langsung 

memberikan petunjuk atau indikasi mengenai ketercapaian tujuan. Oleh karena itu validitas isi 

dari alat yang digunakan dalam asesmen hasil belajar sangat penting. Apakah alat tersebut 

memang mampu mengungkapkan kemampuan yang diinginkan dari peserta didik ataukah 

sebetulnya alat tersebut tidak mampu memberikan informasi mengenai ketercapaian tujuan. 

Selain valid, alat untuk asesmen hasil belajar haruslah memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengungkapkan pemahamannya mengenai peristiwa sejarah yang terjadi pada 

lingkungan budayanya, memanfaatkan pemahaman mengenai budaya kelompok masyarakat lain 

untuk memahami peristiwa sejarah yang terjadi di wilayah budaya tersebut, dan menggunakan 

wawasan kebangsaan dalam memahami peristiwa sejarah nasional. 

 

 

PEMBELAJARAN SEJARAH DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL 

 

Pembelajaran pendidikan sejarah dalam konteks multikultural  sangat ditentukan guru. Baik 

dalam konteks sentralisasi mau pun dalam otonomi, peran guru tersebut tetap sama, mereka 

adalah pengembang proses pembelajaran yang langsung berkaitan dengan siswa. Pengetahuan, 

pemahaman dan sikap serta kemauan guru mengenai kurikulum multikultural sangat menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran sejarah dengan perspektif multicultural 

. 

Ada empat hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan proses pendidikan sejarah: 

a) posisi peserta didik  sebagai subjek dalam belajar 

b) cara belajar peserta didik yang ditentukan oleh latar belakang budayanya 

c) materi pelajaran ditentukan berdasarkan lingkungan budaya mayoritas peserta didik 

di kelas 
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d) lingkungan budaya siswa sebagai sumber belajar  

 

 

Posisi peserta didik sebagai subjek dalam belajar sangat menentukan keberhasilan belajar. 

Sebagai subjek maka peserta didik akan melakukan berbagai upaya untuk mengkaji materi 

pelajaran (yang baru) sehingga dapat dikaitkan dengan apa yang sudah dimilikinya. Keterkaitan 

antara materi baru dengan materi lama akan membentuk suatu pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan, dan sikap baru peserta didik. Dengan cara demikian barulah terjadi proses belajar. 

Oleh karena itu dalam proses belajar pendidikan sejarah haruslah diberi kesempatan yang luas 

kepada peserta didik untuk mengkaji materi pelajaran dan mengkaitkannya dengan apa yang 

sudah dimiliki peserta didik. Mungkin ap yang dikaitkannya itu adalah suatu istilah, suatu 

konsep, atau pun suatu cerita sejarah. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk menceritakan 

kembali suatu peristiwa sejarah dengan bahasa yang dikuasainya, sudut pandang dirinya terhadap 

suatu peristiwa, penilaian terhadap peristiwa sejarah tersebut, makna peristiwa sejarah tersebut 

bagi kehidupan dirinya, masyarakatnya, dan bangsanya
5
 

 

Cara belajar peserta didik dalam melakukan kajian peristiwa sejarah sangat individual dan sangat 

dipengaruhi oleh latar belakang budayanya. Oleh karena itu berdasarkan posisi peserta didik 

sebagai subjek dalam belajar yang telah dikemukakan di atas maka guru pendidikan sejarah 

harus memberi kesempatan kepada setiap peserta didik belajar dengan caranya masing-masing. 

Mungkin antara seorang peserta didik dengan peserta didik lainnya memiliki persamaan dalam 

belajar tetapi persamaan tersebut bukan disebabkan oleh keharusan yang dipaksakan. Mungkin 

seorang guru pendidik sejarah harus berhadapan dengan cara belajar peserta didik yang beragam 

dan dengan demikian maka guru harus mengembangkan strategi pembelajaran dan metode 

mengajar yang disesuaikan dengan keragaman yang terjadi. 

 

Guru pendidikan sejarah tentu saja hanya dapat mengembangkan materi sejarah lokal 

berdasarkan budaya mayoritas peserta didik. Guru pendidikan sejarah akan sangat sulit untuk 

mengembangkan materi pelajaran yang beragam dalam satu kelas pendidikan sejarah. Meski pun 

demikian, untuk suatu periode yang sama guru dapat meminta peserta didik yang memiliki latar 

belakng budaya berbeda dari mayoritas kelas untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan 

peristiwa sejarah yang terjadi pada lingkungan budayanya. Mungkin saja peristiwa itu belum 

diketahui orang atau sejarawan dan mungkin pula dalam cerita sejarah yang dituturkannya 

banyak sekali mitos dan dekat mitologi. Mitos yang diceritakan tersebut dapat pula dijadikan 

bahan kajian di kelas sehingga para peserta didik memiliki kemampuan untuk membedakan 

antara mitos dengan peristiwa sejarah. 

 

Terkiat dengan yang dikemukakan pada alinea di atas, peristiwa sejarah yang terjadi pada 

lingkungan budaya tertentu haruslah dijadikan materi pelajaran sejarah lokal dan sejarah 

wilayah. Tentu hal ini tidak mudah bagi guru terutama ketika bahan tertulis dalam bentuk buku 

sumber belum tersedia. Meski pun demikian, kesulitan itu tidaklah berarti menutup kemungkinan 

menggunakan lingkungan budaya tersebut sebagai sumber. Wawancara dengan orang yang 

terlibat dengan suatu peristiwa, orang yang mengetahui dari orang yang terlibat walau pun 
                                                         
5
 Tingkat kesulitan kegiatan belajar ini disesuaikan dengan tingkat kematangan perkembangan psikologis dan entry 

behavior peserta didik. 
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dirinya tidak terlibat, orang yang mengetahui secara turun temurun seperti kuncen atau juru 

cerita, dokumen yang dimiliki keluarga/tetangga dan lembaga pemerintah/ada dapat digunakan 

sebagai sumber. Tentu saja guru harus menggunakan sumber ini dengan penuh kehati-hatian dan 

membicarakannya di kelas sehingga menambah pemahaman peserta didik mengenai sumber 

yang layak dipercaya, kurang dipercaya, atau tidak dipercaya. Kemampuan peserta didik dalam 

berfikir kritis dapat dikembangkan dengan baik melalui cara ini. Demikian pula dengan cara 

berfikir historis dan berbagai ketrampilan sejarah lainnya.    

                                                           

 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kurikulum yang menggunakan pendekatan pengembangan multikultural haruslah didasarkan 

pada prinsip: 

1) Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan 

sekolah dengan lingkungan sosial-budaya setempat; 

2) Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum 

seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi; 

3) Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus 

dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa; 

4) Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan 

kebudayaan nasional. 

 

 

B. Pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikultural dapat 

dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1) Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi 

yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit 

pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan 

perenialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan 

sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan anak didik baik sebagai 

individu mampun sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan dunia. Filosofi kurikulum 

yang progresif seperti humanisme, progresivisme, dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan 

landasan pengembangan kurikulum. 

2) Teori kurikulum tentang konten (curriculum content) haruslah berubah dari teori yang 

mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teeori, generalisasi 

kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, proses, dan ketrampilan 

yang harus dimiliki generasi muda. 

3)  Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan 

keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri 

pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam 

suatu kondisi “value free” tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang 

menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota 

aktif masyarakat, bangsa, dan dunia. 
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4) Proses belajar yang dikembangkan untuk siswa haruslah pula berdasarkan proses yang 

memiliki tingkat isomorphism yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses 

belajar yang mengandalkan siswa belajar secara individualistis dan bersaing secara 

kompetitif individuakistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar 

berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara 

demikian maka perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan 

kelompok dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, 

intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik. 

5) Evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan 

kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat 

evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang 

ingin dikumpulkan. Penggunaan alternative assessment (portfolio, catatan observasi, 

wawancara) dapat digunakan.  

 

  

C. Proses pembelajaran pendidikan sejarah dengan pendekatan multi kultural akan menjadi 

media pendidikan yang ampuh dalam mengembangkan cara berfikir sejarah, cara berfikir 

kritis, menentukan hubungan sebab-akibat, merekonstruksi peristiwa sejarah, menentukan 

dan mebedakan antara mitos dan persitiwa sejarah. 

D. Proses pembelajaran pendidikan sejarah dengan pendekatan multi kultural membuka 

kemungkinan besar untuk peserta didik belajar melalui sumber pertama dan sumber autentik.     
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